
 
1 

 

   

 
 

                                

   

WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR     04   TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 39 TAHUN 2021               

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA OHOI       

DAN/ATAU FINUA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS                            
DISEASE-2019 (COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

WALIKOTA TUAL, 
 

Menimbang :     a. bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 5 ayat (3)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa, maka perlu diubah Peraturan Walikota Tual             
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua dalam masa 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Tual; 

 

 

Mengingat  :     1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4747); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014            

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan                         
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang                

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6               

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5395) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47           
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015   Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 

diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82                   
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia            

Tahun 2017 Nomor 1222) dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan              

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2020 Nomor 1409); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83                 

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia               

Tahun 2017 Nomor 1223); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 6); 
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10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2020 tentang 

Pemilihan Kepala Ohoi dan/atau Finua (Lembaran Daerah           

Kota Tual Tahun 2020 Nomor 117, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tual Nomor 7118); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 39 TAHUN 2021 

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

KEPALA OHOI DAN/ATAU FINUA DALAM MASA PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 39 Tahun 2021 

tentang pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala ohoi dan/atau finua 
dalam masa pandemi Corona Virus Disease  2019 (COVID-19), diubah               

sebagai berikut : 
 

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 1A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1A 

Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, Walikota 
membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kota yang 

terdiri dari :  

a. Pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan 

kewilayahan, Tentara Nasional Indonesia;  

b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan  

c. Unsur terkait lainnya. 

 
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu pasal baru yakni  Pasal 2A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2A 

 

Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud 

Dalam Pasal 1A, meliputi :  

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam 

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, 

calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan 

Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;  

b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan                             

kepala desa; dan 

c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam 
pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di 

kabupaten/kota.  

 




